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PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR :$ | reuUrv ?ot8

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
TUNJANGAN KHUSUS BAGI UNSUR PENUNJANG FUNGSI UTAMA

PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

bahwa sesuai dengan Pasal 209 dan penjelasannya undang-
undang Nomor 23 Tahun 2a14 tentang pemerintahan Daera-h
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
undang-undang Nomor 9 Tahun 201s tentang perubahan
Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2o14 tentang
Pemerintahan Daerah, unsur penunjang merupakan perangkat
daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintah
daerah yang bersifat strategis yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah khususnya dalam perencanaan,
perrgawasan, kepegawaian, keuangan, perumusan kebijakan,
koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum,
unsur staf pendukung DPRD yang melayani seluruh perangkat
daerah;
bahwa sesuai Pasal 46 dan Pasal 53 Peraturan pemerintah
Nomor i8 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daerah, unsur
penunjang merupakan perangkat daerah yang memberikan
pelayanan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua
Perangkat Daerah Kabupaten;
bahwa para pejabat dan staf yang ditugaskan pada unsur
penunjang perlu diberikan tambahan penghasilan berupa
tunjangan khusus fungsi utama pemerintah daerah yang
kriteria dan besarannya ditetapkan melalui peraturan bupati;
bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan
Peraturan Bupati rentang Kriteria Dan Besaran Pemberian
Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Bagi unsur
Penunjang Fungsi Utama Pemerintahan Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019.

b.

c.

d.

Mengingat...



Mengingat 1. undang - undang Drt Nomor z rahun 1gs6 tentang
Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah propinsi sumatera utara (Lemiaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1gs6 Nomor sg, Tambatan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1"A921;2. undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a287);

3. undang - undang Nomor 1 Tahun 2aa4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2oa4 Nomor 5, Tambahan Lembaran N*g*., Republik
Indonesia Nomor  3S5);

4. undang - undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengeiolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2aa4 Nomoi66,
Tamabahan Lembaran Negara Nomor aa2\;

5. undang - undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaSs);6. undang - undang Nomor 12 Tahun 201,1tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran N.garu.
Republik Indonesia Nomor S23a\

7. undang - undang Nomor 5 Tahun zor4 tentang Aparatur sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zol4
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Ind,onesia
Nomor 5a9g;

8. undang - Undang Nomor 23 Tahun 201,4 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zal4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i, terakhir
dengan undang - undang Nomor g rahun 201s tentang
Perubahan Kedua atas undang - undang Nomor 23 Tahun
2al4 teniang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor sg, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56Z9);

9. Peraturan Pemerintah Nomor sB Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L4o, ?ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSTB);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2al6 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2al6 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara Republik
InConesia Nornor 5887);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2o14 tentang peraturan
Pelaksanaan undang-undang Nomor 12 Tahun 2olt tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-und,angan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZOl4 Nomor L99l;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2ao6 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangam Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun zall tentang perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1"3 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3i0);

13. Peraturan...



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2a7s tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036l;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g6 Tahun zoLT
Tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan .langka
Padang Daerah Dan Rencana pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jingka
Menengah Daerah, Dan Rencana Keda pemerintah Daeiah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun zafi Nomor 131,2);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 0s rahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo
{Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2al6 Nomor 05,
Tambahan l"embaran Daerah Kabupaten Karo Nomor o3);

16. Peraturan Bupati Karo Nomor 3s rahun 2arc tentang
Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2016 Nomor 35) sebagaimana teiah diubah dengan peraturan
Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2012 tentang perubahan atas
Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2arc tentang
Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2Al7 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

MCNCTAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN
KHUSUS BAGI UNSUR PENUNJANG FUNGSI UTAMA
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah lainnya sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah Bupati Karo.
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Kabupaten Karo.
Unsur Penunjang adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah V.nS
melaksankan fungsi utama manajemen pemerintahan daerah bersifat strategis
yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah khususnya dalam perencanaan, pengawasan,
kepegawaian, keuangan, perumusan kebijakan, koordinasi p"*eiintahan,
organisasi dan administrasi umum, unsur staf pendukung DPRD yang
melayani seluruh perangkat daerah.

3.
4.
5.
6.
7.

8. Tambahan...



8. Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan khusus Bagi Unsur penunjang
Fungsi Utama Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabuplt*r,
Karo adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pejabat danstaf pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektoiat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan, pendapatan
dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah.
Faktor umum adalah faktor yang menunjukkan unsur penunjang fungsi utama
pemerintahan daerah yang dihitung berdasarkan jumlah produk hukum yang
diterbitkan, jumlah mitra strategis utama dan jumlah jabatan struktural pada
tingkatan eselon.

1O. Faktor khusus adalah faktor yang menunjukkan unsur penunjang fungsi
utama pemerintahan daerah yang dihitung berdasarkan keterlibatan organisasi
dalam pelaksanaan fungsi utama, keterlibatan organisasi dalam pengelolaan
unsur uta.ma, intensitas teknologi informasi dan partisipasi dalam unsur
pengelolaan anggaran daerah.

11. Faktor penyeimbang adalah faktor yang menunjukkan unsur penunjang fungsi
utama pemerintahan daerah yang dihitung berdasarkan penilaian kelas jabatan
yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.

12. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Khusus Bagr
Unsur Penunjang Fungsi Utama Pemerintahan Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo adalah daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan
berupa Tunjangan Khusus Unsur Penunjang Fungsi Utama Pemerintahan
Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah sebagai dasar rekapitulasi,
jumlah besaran Tunjangan Khusus sesuai Nama, Nip, Jabatan, besaran
penerimaan.
Surat Perintah Pembayaran Langsung, y&ng seianjutnya disebut SPP-LS,
adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan
pembayaran
Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah
dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (pA) SKPD untuk
menerbitkan SP2D di BUD (Bendahara Umum Daerah).
Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah
dokumen yang dijadikan dasar Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
mencairkan dana berdasarkan SPM.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam
pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur
penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah
kabupaten karo;

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
kepastian hukum, kriteria dan perhitungan besaran d.alam pemberian
tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi
utama pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten karo.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dengan peraturan Bupati ini meliputi :

a) kriteria;
b) penentuan besaran;
c) tata cara pembayaran; dan
d) pertanggungjawaban.

BAB IV...

9.

13.

14.

15.



BAB IV
KRITERIA

Pasal 4

(1) Pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsurpenunjang fungsi utama pemerintahan -daerah 
di- Lingkungan pemerintah

Kabupaten Karo diberikan kepada pejabat dan staf padJ Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah,
Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Badan
Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo.

(2i Tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi
utama pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka meningkatkan
kinerja dan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan fr-rngsi-fungsi- utama
pemerintah daerah yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
khususnya dalam perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan,
perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisisi dan administiasi
umum, unsur staf pendukung DPRD yang melayani seluruh perangkat daerahguna mencapai pengelolaan keuangan yang tertib, taat padi peraturan
perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan beitanggung
jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat ,rrtrto
masyarakat.

BAB V
PENENTUAN BESARAN

Pasal 5

(1) Penentuan besaran tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi
unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam pasal Z aiU.t rrtoao dengan
memperhitungan faktor umum, faktor khusus dan faktor penyeimbang.

(2) Faktor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung bJrdasarkanjumlah produk hukum yang diterbitkan, jumlah mitra strategis utama dan
jumlah jabatan struktural pada tingkatan eselon.

{3} Faktor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
keterlibatan organisasi dalam pelaksanaan fungsi utama, keterlibltu, organisasi
dalam pengelolaan unsur utama, intensitas teknologi informasi dan partisipasi
dalam unsur pengelolaan anggaran daerah.

{4) Faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
penilaian kelas jabatan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Karo.

(5) Perhitungan faktor umum, faktor khusus dan faktor penyeimbang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kertas kerja.

(6) Besaran masing-masing tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi
unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di iingkungan Femerintah
Kabupaten Karo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI...



BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

{l} Pembayaran_ tambahan penghasilan berupa tur{angan khusus bagi unsur
penunjang fungsi utama pemerintahan daerah 

- 
di -tingkungan Pelerintah

KabupaGn Karo dilakukan dengan mekanisme pembay.r* Langsung.
{2} Per*bay tambahan penghasilan berupa tunjangan khulus -bagi unsur

penury'ang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Karo dapat diajukan setiap bulan atau bebeiapa bulan sekaligus
setelah bulan beq'alan.

{3} Khusus untuk pembayaran bulan Desember diqiukan pada bulan berkenaan.
{4} Pembayaran tambahan penghasilan berupa tunjargan khusus bag unsur

penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Karo dikenakan pajak penghasilan {PPh} pasal 21 sesuai aturan
pajak penghasilan yang berlaku dan dibebankan pada penerlma.

(5) SPP/$PM-LS^ tambahan penghasilan berupa tuqlangan kirusus bagr unsurpenur{ang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan pemerintah
Kabupaten Karo yang diafukan dilengkapi dengan :
a. daftar penerimaan tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi

uasur pe-nunj-ang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo; dan

b. surat setoran pajak {SSP} pPh pasal 21.

BAB VII
PERTANGGUNCIJAWABAN

Pasal 7

Perftiriggungjawaban pelEil{ss.fidan pentberian fstHbaharr petrghersilart ber.upa
tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungei utama pemerintahan daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kars dilakukan se*u*i dengan prosedur dan
mekanisme pertanggungiawaban APBD.

BAB VIII
KETEN?UAN PENU?UP

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal \? Va s<rn\>es aoi$

t
TERKELIN BRAHMANA

Diundaagksn di Kabanjahe
Pada tanggal \B Ueserv',\:-er

SEKRET

gorB

UPATEN KARO,

KAM LIN FURBA

BUFATI KARO,

hrnrKH-F I A trAERf}H K&BUFATEN KARO TAHUFI ?0x8 NOMSH 4v



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR :

ffiffiiii DAN BESARAN PEMBEzuAN TAMBAHAN

;H?"tffitt xK'J't,^;H'H,fiH, 
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PEMERINTAH DAERAH DI UNGKUNGAN
PEMERINTAH KAEIUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2019

BESARAIT TAMBATIAIT PEITGHASILA$ BERUPA TUITJAIYGAIT KHUSUS BAGI UtrSI'R PEITT'NJAI'TG TUITGSI UTAMA

$o IYAMA JABATAIU BESARAIY
PENBULAN

HETERANGAN

7 2 3 4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN Rp 8.600.000
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESzuAHTERAAN RAKYAT Rp 8.OOO.0OO
ASISTEN-PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Rp 8.OOO.0OO
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM Rp B.OO0.OOO
KEPALA BACIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRE"TARIAT D A ER AH Rp 2.8O0.OOO
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN T{AM SEKRFITARIAT NAtrRAI{ Rp 2.800.000

StrKRE"TARIS DPRD Rp 4.400.000
KEPALA BAGIAN BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG.UNDANGAN Rp 2.200.000

KEPALA SUBBAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN Ro 1.1OO.OOO
I<I}PALA SUBBAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH Rr: 1.IOO.OOO
KtrPALA SUBBAGIAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN Rp 1.100.000

KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEPEG,dWAIAN Rp 2.2OO.O0O
KEPALA SUBBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL Ro 1.1OO.0OO
KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN Rp 1.1O0.OOO
KEPALA SUBBAGIAN UMUM Rp 1.1O0.00O

KEPALA BAOIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN Ro 2.2OO.OOO
KEPALA SUBBAGIAN VERIFIKASI Rp 1.100.000
KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN Rp 1.100.000
KEPALA SUBBAGIAN PEMBUKUAN DAN PELAPORAN Rp 1.1OO.OOO

STAF Rtl 440.000

INSPEKTUR Rp 5.700.000
SEKRETARIS Ro 2.85O"OOO

KEPALA SUBBAGIAN PERtrNCANAAN. EVALUASI DAN PtrLAPORAN Rp 1.425.000
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN Rp L.425.OOO
KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Rp 1.425.OOO

NSPEKTUR PEMBANTU I Rp 2.850.000
TNSPEKTUR PEMBANTU II Rp 2.850.000
TNSPEKTUR PEMBANTU I Ro 2.85O.OOO
INSPEKTUR PEMBANTU IV Rp 2.850.000

STAF Rp 570.000

KEPALA BADAN Rp 5.OOO.0O0
SEKRETARIS Rp 2.500.000

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN Rp 1.250.000
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN EVALUASI DAN
PELAPQRAN Rp 1.250.000

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN ASN Rp 2.250.000
KEPALA SUBBIDANG PENGADAAN DAN PENSIUN Rp 1.250.OOO
KEPALA SUBBIDANG JABATAN DAN PEMINDAHAN Ro L.25O.OOO
KEPALA SUBBIDANG KEPANGKATAN DAN BERKALA Rp 1.250.000

KEEAI,A BIBANG PEMBINAAN PENDIDIT-{N DAN PELATIHAN Ro 2.25O.O0O
KEPALA SUBBIDAIVG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Rp 1.250.000
KEPALA SUBBIDANG INFORMASI DAN DATA KEPEGAWAIAN Rp 1.25O.O00

.SPPALA SUBBIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN Rn 1.250.OOO
STAF Ro 500.ooo I
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1.675.oo0
KEPALA Sirla:ipAlr: eEYBAri:uY* *

Rp 1.675.000;m
Rp 1.6?s"000*u*ffi
Rp 1.675.000

Rp 1.6Ts.OCIOKEPALA SURBIDANC il\TF&A,3TRUI{TUR DAN tsSI{SEMBA}IGAIY WIIAYAH ? Rp 1"6y$.Oorl

Rp 1.625.0()0
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